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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Jepang mengalami transformasi paling signifikan dalam sejarah keamanan
modem. Pada era Perang Dunia 1L Jepang sangat agresif dan dikatakan tidak ingin
menyerah (Alghifari & Olga Len.icia*.mii:‘ﬁif;lﬂj, Bila diruntutkan kejadiannya,
Jepang dengan percaya diri dan tidak mm membuat Amerika Serikat
melakukan pengeboman Mhﬂ di Jepang 1 yakni Hﬁm'hm dan Nagasaki yang
mmuhllnﬂ#ﬂln Jm]mw akhimya mereka mgn}{mnhd;ﬁt{:nguhm tahun
1945, Dilihat dart kebijakan »h’negen Jepang ditmﬂi'm pengmunaan kekuatan
millifer sebayai instrumen wtania dalam mempertuas wilayah serta politiknya. Sikap
agresif ini berhenti pada kekalahan mutiak Jepang dalam Perang Dunia I, serta
mtm sekuitu vang dipimpin oleh Amerika Serikat meltncurkan disarmamen
pelucul an '_ senjatn terhadap Jepang. titik balik fundamental tﬁlhh.w.lks
ﬁnl.fhn;lh:.kﬂﬂjakan keamananmya atau bisa dikatakan mengiunmrkmhﬂ:untan
militer Jepang pada saat itu (Prabowo, 2021, p. 219),

?lsuu Perang Dunia 11, ]epnng mnﬂgnlnmi umsfunﬂrm d‘hﬂﬂ menjadi

dlmm secarn Iﬁgﬂiﬁ! melarng penggunaan mmmmm !ebagm alat
pmmmmm mﬂujadl_ﬁ;ﬁ'hd hﬁgl kebijakan pasifisme
Jepang. walsupun terjadi divarmamen:, kurena terjadi Eln:)'ak perubahan pada
geopolitik sekitar Asia Jepang berusaha W'-ﬁmﬁka Serikat untuk
mengizinkan membangun kembali beberapa pertahanan dan mengarsh pada
pembentukan fapang Self-Oefense Force (J5DF) yang bersifat defensif dan terbatas
pada wilayah teritorial. Identitas pasifis Jepang bukan hanya hasil tekanan eksternal
dari Amerika Serikal, namun juga dari konstruksi normatif yang membentuk
perilaku Jepang dalam sistem imtemnasional selama beberapa dekade (Prabowo,
2021



Perubahan identitas nasional melalul militer merupakan upaya asertif dalam
menjaga kedaolatan serts menunjukkan adaptasi Jepang terhadap dinamika
geopolitik yang semakin kompleks. Perubahan identitas keamanan Jepang dilihat
melalui beberapa bukti yang mendukung. Pertama, pernvataan Perdana Menten
Jepang, Shinzo Abe, mengusulkan amandemen pasal 9 konstitusi Jepang. yang
awalnya melarang Jepang memiliki kapabilitas militer serta kebijakan pasif
bergeser menjadi lebih aktif dalam mﬂ@kﬁ:ﬂ lantangan keamanan, ketika
Tiongkok menghaditkan kapal mﬁhﬁ‘ di sekitar Kepulauan Senkaku, Jepang
merespon melilui penjagaan tni]i‘[# pesisir pantal. Abe memandang bahwa
reinterpretasi pasal 9. mranmhnghh mendesak umuk mslahlhtﬂs dan
keamanan nasional mmmm Shinzo Abe dikate ik
‘asaertif karena berusaha memunjuklan kekumanﬁhpdi:hgﬁ:mm yung tegss

tﬂtlndmpnhhnﬂnva peruhahantersehu! Langkah ini mm.hgﬁmﬂan upaya

pertnhm J:pug Sikap Abe memiliki tekad yang kuat dn.lﬂmmlhﬂ:an
reformusi konstitusional karenn merasa mendesak legitimasi Jepang (Ramadhan
& Towakal, 2023).

Kedua, peningkatan anggaran vang berfokus pada modemisasi angkatan
bem_pm pada 2022, pengadaan pesawat tempur canggih F-35 dan sistem
pertahanan rudal. Jepang meningkatkan anggaran pertahanan dar: 1 % mencapai 2%
dari PDB pada tabun 2027, jumlah absolut sangat besar karena mencapai sekitar
320 mlﬁ:r:iﬂuaﬂmmw" Irpmgw negara anggaran belanja
militer terbesar ketiga di dugia, pertama didudukd oleh Amerika Serikat dan kedua
Tiongkok, hal ini tidak ‘semata-muts mensikkan anggaran militer dikarenakan
modemisasi. hal ini juga memopakan akumulasi dari persepsi sncaman yang
berkembang sejak satu dekade sebelumnya selaras dengan persepsi ancaman di
sekitar Kepulauan Senkoku dan Lout China Timwr, keputusan ini diartikan bahwa
asertivitas Jepang telah bertransformasi menjadikan kebijakan jangka panjang dan
memperlihatken  bahwa Jepang memandang ancaman tersebut  bersifat
berkelanjutan.



Ketiga, tiga dokumen strategis yang telah disepakati, yaitu rencana pengadaan,
strategi Keamanan nasional, don repcana pertahanan nasional. Ketiga dokumen
tersebut memberikan kerangka kerja dalam pengembangan kekuatan militer
Jepang dengan memastikan alokasi anggaran sejalan dengan tujuan strategis
negara (Ramadhan Antuli et al., 2024, p. ).

Keempat, penerapan kebijakan mow- regogition dan nan-acceptance terhadap
tindokan Tiongkok yang. mem'beﬂakﬂ tmdakan: zona identifikasi pertahanan
udara’ dimana Jepang secarn fegas ﬂﬁkmhn Eegﬂmmml kebijakan tersebut
dan termasuk dalsm salah satu bentuk respon diplomasi Jepang menghadapi
tindakan unilateral m(ﬁm" Kepulauan MIL Jepang secara aktif
._!?m@nllmkmkmmnﬁupﬂ nasional untuk men bai ADIZ. menyampaikan
protes resmi berulang ‘terhadap badan hukm'n mantim internasional, serta
menggaling dukungan negara alionsi. Tindakan tersebut mmim
tegas dalam mempertahankan posisi hukum dan kedoulatan tapa menga ,'
eskalitpsmibitererbuka (Tamisari & Heryadi, 2017, p. 45). (i

Kelima, Jepang secara sadar mengaitkin isu sengketa ini dengan. iﬂngkﬂ
keamanan nasional melalui dokumen pertshanan resmi, Eﬂmudnkd@mmllmn
sﬂnﬂu sengketa administratif saja, tapi sebagai bagian. e ! 'mhml dan
peiﬁ hsmpimgnun pertaha.n.nn lsu imi dimasukkan dalom Natiomal Defense
Program, m&mmwmm Stratogy p;a.mﬁ vang menegaskan
peningkatan kapasitas militer Jepang yang berfokus pada, modernisasi dan
peningkatan keamampuan angkatan bersenjata, termasuk kemampuan militer
vang lebih ofensif. Lalu menyesuaikan kekustan militer dengan kebutuhan
menghadapi keamanan yang berkembang dan penekanmn pada keamanan nasional
yang berorientasi pada perfahanan diri vang fleksibel dan menyesuaikan dengan
situasi global. Selanjutnya, meingkatkan peran dan kapasitas militer dalam
kerangkn pasukan pertahanan yang aktif dan fleksibel, dimana memperbolehkan
operasi di luar wilayah pertahanan sendiri.

Mengadopsi pendekatan vang lebth proaktif dalam menghadapi tantangan
keamanan regional dan global (Alghifari & Olga Letticia, 2016). Lalu terjadi
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kebijakan NDPG pada 2018, dimana menekankan perfunya penguatan pertahanan
wilaynh barat daya, secara eksplisit dimaksud Kepulauan Senkaku. lalu kebijakan
baru NS5 dan NDPG 2022, menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku sebagai bagian
dari tantangan keamanan utama Jepang di Lout Cina Timur, berarti babwa
penigkatan status sengketa ke level strategis terjadi setelah sengketa dengan
Tiongkok yang semakin memanas.

Stabilitas identitas. p.s:tﬁs .Fepnngm tml:nngun serius ketika adanya
perubahan dmarmtnmuhtlhcﬁﬂ.ﬁlm !ﬂlhmﬁ peningkatan kekuatan
Tiongkok, bitkti paling uyilﬂd!ﬁ:dmﬂﬂih tersebut adalah séngketa Kepulauan
Senkaku. sejak T]Cm Imngﬁa;im kepulauan Senkaku sebagai bagian dari
wilayah hdmfhlannyt mk mendatangkan. peningkatan militer di sekitar
Kepulauan Senkaku yang memaksa Jepang melakukan perubalian kebijakan
keamanan. Ketika Tiongkok mengklaim teritorial di Kepulauan Senkaku dan
menﬂ]iﬁ.]iikuln.i pulan-pulau tersebut berdasarkun pﬂnkmn,Wﬂ.ﬂhn
mengerahkan militernya ke dalam perairan teritorial sekitar Kepulauan Senkaku
H“-k iml m:ulmm militer fersebut berfujuan menormalkan Kepulouan
Senkaku serta menentang posisi Jepang atas klaim wilsyah terscbut secara
administratif. Tiongkok memberlakukan Zona Identifikasi pertabanan udara
sebagai lungkah ofensif dolam memperkuat klaim kedaulstan Tiongkok atas
wilaysh Kepulauan Senkakis (Tamisari & Heryadi. 2017, p. 15).

Kebijakan fuar negeri Tiongkok dalam penerapan ona pertahanan udara
tersebut ‘mencerminkan prinsip reslisme  ofensif hnn:] memaksimalkan
kekuatannya di sekitar Kepulauan Senkaku. Peningk:
menerapkan strategi Attris, dimana kapal-kapal penjaga p:ml.'u mefakukan patroli
lebih lama dan lebih sering ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas
Tiongkok daolam menanpgapi aktivitas Jepang, Tindakan Tiongkok berpotensi

mengubah status quo di Laut China tinwr karena bertujuan mengklaim kontrol atas

Kepulauan Senkaku dalam jangka panjang dan merubah pengakuan internasional
untuk melihat kehadiran Tiongkok pada kawasan tersebut. Media resmi Tiongkok
ikut serta mengangkat ketidakpercayaon terhadap Jepang untuk memperkuat



identitas nasional dan membangung rasa kebangsaan yang kuat (Burcu, 2023),
Eskalasi tersebut meningkatkan risiko konflik antara Jepang dan Tiongkok karena
memiliki kontak lebih sering antara penjaga pantal kedua negara terutama saot
musim penangkapan tkan karena interaksi antar kapal-kapal meningkat yang bisa
menyebabkan ketegangan lebih besar dan berpotensi bentrokan (Patalano, 2020,
P2

Upayn Tiongkok dalam mcnem klaim kr.d.nulnmnnya atas' Kawasan
Senkaku bukan hanya melalui. mw famun secara substansial
d1imp1cmen¢uiiti melalisi proyeksi kekuatun militer dan penegak hukum
maritim. Kehadiran Hd.-mt rmﬂnk dalam zona maritim sekitar kowasan
sengketa telsh menjadi fakior utima dalam kontestasi kedsulatan dengan Jepang.
strutegn Tiongkok didasarksn pada tiga pilar utams, yﬁi konsistenst: operasional,
Pﬂmm ‘new normal” dan praktik jangka panjang yang terencana; bukan
sekedar provokasi.

Karakteristik sirategi dari Tiongkok yang paling menonjol adalah kehadiran
yang ﬁhhlhn secara rutin, konsisten, dan berulang yang dilakukan unit
maritimnya, temtama kapsl penjaga pantai Tiongkok ¢Chire Coast Guard).
Kﬂnd':m}n yang bemlang ini bentuk menantang m-sﬁﬁmﬁi yurisdiksi

telsehll hmmm camjmum Zone don Ihmm lvm m sekitar
Kepulauan Senkuku. rutinitas ini memuncalkan klaim kedaulatan Tiongkok tidak
pernah selesar hahkan dﬂnpukm aleh komunitas internasional (Krickel-Choi &

Chen, 2023, p. 302).

Tiongkok menjaga tinghkat kehadiran dengan memastikan sefalu ada kapal
Tiongkok yang berpatroli di dekat wilayah sengketa, secara tidak langsung hal
tersebut menunjukkan komitmen yang tidak berkesudshan terhadap klaim
teritorininya. Hal tersebut memungkinkan Tiongkok mengumpulkan data, menguji
waktu respons penjaga pantai Jepang. dan membiasakan operasional maritimnya
di lingkungan yang menantang. Selanjutnya, konsep ‘wew normal” mengjuk pada
perubahan kondisi status quo dimana aktivitas maritim Tiongkok dianggap sebagai
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eskalasi, kini mulai diterima sebagai bagian dari operasional sehari-har. Bila
dahulu kehadiran kapal CCG di Zona bersebelahan dianggap serius, kini frekuensi
dan durasi kehadiran tersebut meningkatkan ambang batas toleransi internasional.

Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di Senkaku harus dipahami sebagai
praktik jangka panjang dan terstruktur, bukan sekedar respon terhadap kebijakan
Jepang. Niat dari Tiongkok melakukan hal tersebut karena ingin membangun
legitimasi historis dan fakta melalui tindskon fisik yang berkelanjutan di faut
(Krickel-Choi & Chen, 2023, p:303). Strategi ini menyatakan bahwa kontestasi
kedaulatan yang mendalam membutubkan penegisan yung berkelanjutan.
Tmngl:nt ‘sebagni  penerus. klaim  True China,  memnsa berkewajiban

‘mempertahankan nlrﬂ Wd territor: Dﬂqﬂ.m operasi militer
lﬁﬁtﬁn 'ﬁung]tﬂk berfungsi gands: pertama, w Fm(ﬂﬂh ledaulnhm
l('w dim kedua, sebagai enfological security secking. i Krickel-Chol ﬁ. Chen,
2023, p. 317). Tiongkok melakukan pendekatun ini karend ingn memastikan
ha.hm tindukan Tiongkok sekecil apapun itu tetap berkontribusi pads- tujoan

strutegis jangka panjang untuk mengubah status quo di kawasan Senkaku,

]uprmgmgnhah pola rﬁpms dani Pﬂﬂdl‘."k,[lt:ln mﬁniuilh‘ahf pasﬁ-"menuju

m.:-hllﬂ!at dari peningkatan signifikan patroli .Fupaﬁ{'ﬂﬁtﬂﬁrd pp:j'beutukm
unit khusus penjaga pantai untuk wilayah barat daya ynitu Kepulauan Senkaku,
serta infergrasi peran JSDF dalam skema pertahanan maritim. Prakiik ini diartikan
sebagai bentuk ‘asertivites karenn Jepang tidak lagi mengandalakan protes

diplomatik, melainkan mmmmmm:m nyata dan terus-
menernus di lapangan (Patalano, 2020, p. 2).

Tindakan Tiongkok merupakan upaya dalam mengimplementasikan kontrol
administrati f yang secara langsung bertentangan dengan otoritas Jepang. Tiongkok
menggunakon taktik swal dengan mensntang status quo atau bisa mengacu pada
rutinisasi kehadiran Tiongkok yang termasuk langkah awal menantang status quo,
dimana Tiongkok memulai latthan kontrol yang sesunggubnya (Patalano, 2020, p.
2}, Secara efektif Tiongkok telah menciptakan pola perilaku yang jelas bertujuan

]



menantang kontrol administratif Jepang, Tiongkok mungkin lebih maju dan yang
diperkirakan. hal tersebut menjadi isu yang berpotensi memicu ketidakstabilan di
kawansan Senkaku.

Ketika sengketa maritim antara Jepang dan Tiongkok terjadi dan mendapatkan
ancaman langsung di sekitar perairannya. Jepang berusaha mencegah ancaman
yang akan datang serla ingin melindungi kedaulatan negaranya, melalui sebuah
reformasi pada pertahanan militernya,  Dengin. begitu, Jepang membuat
militerismenya lulmhll kuat, Pm iﬂlanm pertahanan dan keamanan
Jepang termasuk sehagai respon terhadap periluku ofensif Tiongkok serta termasuk
dalamKontribusi Jepang terhadap keseimbangan di Kawasan Asia Tittur (Alghifari
& Olga Letticia. 2016,p, 19),

Eungngnn qeupuhl:ik memicu pergeseran identitas keamanan Jepang dan
pﬂﬂﬁm asertif memengaruhi hubungan ekonomi dan politik di kawasan,
dimina s ighetn Kepulsuan Senkoku ini memengaruhi sikap dan strutegi
pﬁusghunmsm'tu kebijnkan lnar negen Jepang. Jepang mulm menyesuaikan
strate i ekonominya untuk mengurangi nisiko geopolitik akibat eskalasi keamanan
(Luo =t al, 2022). Dengan pergerakan yang dihitunghkan, hpngherim-htl dan
bersifit selektif untuk mempertimbangkan faktor kemmmhgm penting dalam
petwll.un kepuhmn ekonomi | maupun investasi. wgdlhdmmgﬂm
membuat m:umlhnmﬂnhwk.mkm“nurkm bahwa ketidakpuasan publik
terhadap  Tiongkok  dapat m tindakan yang lebih agresif dalam
mempertshankan klatm teritorial hinggs sengkets mantim tersebut memicu
ketegangan diplomatik antars kedua negara yang mengakibatkan pembatalan
periemuan bilateral dan penurunan dalzm hubungan diplomatik (Yu & Kim, 2018,
p- |1}, Eskalasi militer Tiongkok di Kepulauan Senkaku menjadi katalisator yang
memengaruhi identitas keamanan Jepang. Dimana Jepang berawal dari negara yang
secara historis pasif semenjak kekalahan Perang Dunia 11 berusaha menghindan
keterlibatan militer aktif, kini Jepang bertrans formasi menjadi lebih proaktif dalam

menghadapi ancaman ekstemal. Eskalasi militer Tionghkok di Kepuolauan Senkaku
memengaruhi konstruksi identitas keamanan Jepang. Interaksi berulang dan penuh



tensi antara Jepang dan Tiongkok menciptakan persepsi baru terhadap ancaman
sehingea memaksa Jepang keluar dari kerangka pasifis. Perubahan sikap ini
mencerminkan konstruksi sosial atas identitas serta kepentingan nasional Jepang,
yang dibentuk melalui interaksi dengan tiongkok. Jepang membentuk identitas baru
dimana saat ini memaksa perubahan kebijakan keamanan vang semakin asertif.
Transformasi bukan hanya dari kebijakan pertahanan dan militer, namun juga dalam
cara Jepang mendefinisikan dirinya dii tengah lingkungan internasional yang
semakin kompleks. i . N

1.2 Rumusan Masilah

Peningkatan militer Tiongkok di sekitar Kepulouan Senkaku ferus meningkat
ﬁhnmdeknde u'rﬂﬂlhjﬂig memicu ketegangan signifikan antara Jepang dan
Tiongkok. Tindakan agresif seperti patroli maritim, ckspansi kapabilitas Tiongkok.
nmhﬁwhn tindakan agresif hinggs ancaman strategis vang menantang posisi
Jepang. Selama puluhan tahun Jepang telsh mempertshankan identitas pasifis
thlam i;lﬁjﬁm.luﬂr negerinya, nomun dengan adenya pemhnhnnﬁnghmgan
keamanan, hal i mendorong Jepang untuk meninjau, memperkut danuﬁﬁﬁmbil
!mgk.ahpuﬁt& Toar negen yang lebih tegas.

Dengan begitu, dalam memahami bagaimana interaksi politik luar negeri antara
Jepang dan Tiongkok, membuka ruang penting untuk dikaji. terutama terkait
hagm dinamika Inﬂ:unpniﬂha negara ,ﬂng-_—mm.ngaruhi konstruksi
identitas mmmm ini m perfanyaan utama
sebagai benb:ut

“Bagaimana konstruksi norma, ide dan identitas keamanan Jepang dalam
merespons  peningkatan  aktivitas militer Tiongkok di Sengketa Kepulanan
Senkaku menggeser karakteristik politik luar megeri Jepang dan pasifis ke
Asertif?”

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada periode 2012 hingga 2022, dmulai dari
nasionalisasi Kepulauan Senkaku oleh Jepang pada tahur 2012 hingea kebijakan



dan praktik keamanan terbaru Jepang pada tahun 2022. Peniode ini dipilih karena
mencerminkan fase intensifikasi senpketa dan proses perubahan kebijakan
keamanan Jepang secara berkelanjutzn. Penelitian ini difokuskan pada kawasan
Kepulauan Senkaku sebagai titik utama interaksi keamanan antara lepang dan
Tiongkok. Batasan variabel pepelitian vaitu, varigbel utama atau dependen
pergeseran identitas keamanan Jepang, variabel independen yaitu eskalasi aktivitas
militer dan keamanan Tiongkoko di sekitar Kepulsuan Senkaku dan wvariabel
perantaranya yaitu Konstruksi _sosial ancaman, interaksi politik luar negeri,
redefinisi kepentingan nasional, serta perubahnn kebihakan dan praktik keamanan
Jepang. . e et S ; .

Penelition  ini  beriwjusn  menganalisis  mekonisme  kagsal  vang
menghubungkan eskalasi aktivitas militer Tiongkok di Kepulauan Senkaku
dengan pergeseran identitas keamanan Jepang yang mengaruh pada proses
knﬂitmlm m;n'; ancaman yang membentuk cars Jepang memaknal 'fﬁmgkﬂk
sebagal penyebab sengkets, hal ini fentunys menunjukkan hubungan antara
perubahan dan kepentingan nasional Jepang dengan penyesusian kebijakan dan
pnﬁ'.ﬂi keamanan Jepang.

L5 Manfaat penelitian

Memberikan pemahaman lehih dan memperkayn literatur di bidang
hubungsn inmasinﬂwﬁmﬂ-ﬁmpnaj bagaimana ide,
norma, identitas menggésér'iiéréheﬁ.stik pﬁliﬁﬁ fuar negeri Jepang dari pasifis
ke msertif dalam merespons pemingkaton militer Tiongkok di sengketa
Kepulowan Senkaku memaksa Jepang unfuk memperbarui keputusan-
keputusan keamanan nasional, sehingga bisa bermanfaat untuk semua pihak
vang membutuhkan serta memiliki pandangan yang lebih kritis tentang
interaksi sesial dalam memanggapi isu-isu keamanan nasional dan

intermasional



1.5.2 Manfaat praksls
Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyvarakat dalam memahami
konflik sengketa vang terjadi di Kepulauan Senkaku dan memberikan dampak
regional seperti stabilitas global dan kepentingan negara-negara lain.
Tentunya, penelitian ini belum sempuma dalam mengungkap faktor-faktor
dari perubahan Jepang sehingga bisa membuka penelitian baru yang perlu di
cari tzhu lebih lanjol,
1.6 Sistematika Penullsan
Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti membagi beberapa bagian.
Adspun fjusnnya untuk mendapatkan hosil penelitian yang sistematis don
terstruktur, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami pars pembaca. Adapun
pembagiannya sebagai berikut:

Bali_'ﬂgﬂ_l_lhinln:
Pada bagian ini, Peneliti skan memaparkan latar belskang penelifian,
pertanyaan riset tujuan penelition batk secara teoritik maupun praktik. dan ditutup

dengun sistematika penulisan. Bab ini merupakan fondasi ulama hagi peneliti
dalam mengembangkan penelitian hingga bagian terakhir.

Bahb 11 tinjauan Pustaka:

Bagian ini akan digunakan peneliti untuk menjelaskan landasan teortik yang
digunakon- *pmcliﬁ untuk menjawab pertanyaan riset yang dimunculkan. Pada

bagian ini peneliti juga skan menjelaskan beberapa peneliti terdahulu dan berisi
dengan data-dota terkait vang akan menunjang proses penelition.

Bab 11 Metode Penelitian:

Peneliti akan menjelaskan pendekaton, metode. analisis penelitian yang

digunakon oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang muncul.

Bab IV Hasll dan Pembahasan:
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referensi- referensi dan sumber data yang ada guna menemukan perubahan
Senkaku.

Bab V kesimpulan:
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